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Abstract This study aims to analyze the role of public administration in enhancing regional economic 

competitiveness through 21st-century learning innovations based on Industry 5.0. The research approach used 

was qualitative, with a case study plan in two pilot areas in West Nusa Tenggara Province. Data were collected 

through in-depth interviews, observations, Focus Group Discussions (FGDs), and regional policy documentation. 

The results indicate that public administration plays a strategic role as a governance orchestrator, synergizing 

regional education and economic policies through cross-sector collaboration between government, education, 

and industry. The Triple Helix model has proven effective in creating technology-based learning innovations that 

enhance human resource competency and support a knowledge-based economy. This study strengthens the 

concepts of New Public Management, Digital Governance, and Collaborative Governance in the context of 

sustainable development, specifically SDG 4 (Quality Education), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), 

and SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure). The practical implications emphasize the importance of 

collaborative public governance and innovative policies to accelerate inclusive and sustainable regional 

economic transformation. 
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PENDAHULUAN 

Transisi menuju Knowledge-Based Economy (KBE) dan tantangan yang dihadirkan oleh 

Industri 5.0 telah menjadi isu strategis dalam wacana pembangunan ekonomi berkelanjutan di 

berbagai negara. Pergeseran ini menandai perubahan dari ekonomi berbasis sumber daya alam 

menuju ekonomi yang bertumpu pada pengetahuan, kreativitas, dan inovasi sebagai penggerak 

utama pertumbuhan (Nagari et al., 2023). Integrasi teknologi canggih—seperti kecerdasan 

buatan, Internet of Things (IoT), dan robotika—menuntut sistem pendidikan yang mampu 

menghasilkan sumber daya manusia adaptif dan inovatif. Dalam konteks ini, kolaborasi antara 

pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan sektor industri menjadi kunci untuk menciptakan 

ekosistem ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan. 

Pergeseran menuju KBE menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi 

sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan kapasitas inovasi masyarakat. Hassen (2022) 

menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Teluk (GCC) telah mulai mengalihkan 

orientasi ekonominya dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menuju pengembangan 

ekonomi berbasis pengetahuan yang tangguh. Pergeseran ini menuntut transformasi sistem 

pendidikan untuk membina tenaga kerja yang relevan dengan tuntutan era digital (Hassen, 

2020). Senada dengan itu, Didier (2021) menegaskan bahwa transisi menuju ekonomi digital 

memerlukan kebijakan pendidikan yang adaptif agar peserta didik memiliki literasi digital, 

kompetensi kewirausahaan, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan sistem teknologi yang 

terus berkembang (Tiwow et al., 2023). 

Dalam konteks Industri 5.0, tantangan utama adalah memastikan sinergi antara 

kecerdasan manusia dan kecanggihan teknologi untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi 

ekonomi dan nilai kemanusiaan (Nácher et al., 2023). Industri 5.0 tidak hanya berfokus pada 

otomatisasi, tetapi juga pada human-centered innovation, yang menempatkan manusia sebagai 

pusat kolaborasi dengan teknologi. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus mampu 

melahirkan lulusan dengan keterampilan abad 21—meliputi kreativitas, berpikir kritis, 

komunikasi, dan kolaborasi—yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja digital. 

Administrasi publik memegang peran penting dalam memfasilitasi transformasi ini. 

Pemerintah daerah, sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan publik, berperan 
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dalam merancang strategi pendidikan dan ekonomi yang selaras dengan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Alghamdi et al. (2022) 

menunjukkan bahwa inisiatif sektor publik di Arab Saudi berhasil mentransformasi sistem 

pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Demikian pula, 

Carstensen dan Emmenegger (2023) menekankan pentingnya kebijakan sosial yang inklusif 

agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja yang dinamis, 

sehingga meningkatkan mobilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. 

Korelasi antara pendidikan berkualitas dan kinerja ekonomi telah dibuktikan dalam 

berbagai penelitian. Benrouina dan Malki (2023) menemukan bahwa peningkatan kualitas 

pendidikan berdampak langsung pada produktivitas dan inovasi ekonomi berbasis 

pengetahuan. Oleh karena itu, administrasi publik di tingkat daerah perlu memfasilitasi 

kemitraan strategis antara universitas dan industri untuk menciptakan sinergi yang produktif. 

Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan inovasi lokal tetapi juga memperkuat ketahanan 

ekonomi daerah melalui pengurangan ketergantungan pada ekonomi informal (Самойлікова 

et al., 2023). 

Dalam konteks Indonesia, implementasi kebijakan berbasis KBE dan Industri 5.0 

menghadapi tantangan serius, terutama di tingkat daerah. Lemahnya sinergi antarsektor, 

keterbatasan infrastruktur digital, dan kesenjangan antara kurikulum pendidikan dengan 

kebutuhan industri masih menjadi persoalan mendasar (Sutanto & Mulyadi, 2024). Padahal, 

sebagaimana ditegaskan oleh Saini et al. (2022), peran pemerintah daerah sangat vital dalam 

memastikan adanya keselarasan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan ekonomi 

lokal. Dengan dukungan kebijakan yang responsif, pemerintah daerah dapat mempercepat 

tercapainya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan 

Ekonomi), serta SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). 

Lebih jauh lagi, sinergi antara pendidikan, industri, dan administrasi publik harus 

diperkuat melalui model kolaboratif yang sistematis. Delvaux dan Broeck (2023) menekankan 

pentingnya social marketing strategy untuk memperluas partisipasi masyarakat dan 

memastikan pendidikan menjadi fondasi dari pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah 

perlu berperan sebagai katalisator dengan menciptakan kebijakan yang mendorong 

pembelajaran berbasis inovasi, menyediakan fasilitas pendidikan digital, dan membangun 

kemitraan industri yang mendukung transfer teknologi. 

Implikasi dari dinamika tersebut sangat signifikan. Globalisasi dan kemajuan teknologi 

yang pesat menuntut pemerintah daerah untuk bertransformasi dari birokrasi administratif 

menjadi governance enabler—yakni aktor yang mampu mengorkestrasi kolaborasi lintas sektor 

demi meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Dengan mengintegrasikan pendidikan, 

inovasi, dan kebijakan ekonomi, administrasi publik dapat menciptakan sistem yang adaptif 

terhadap perubahan dan berorientasi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. 

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: Bagaimana peran 

administrasi publik dalam merancang dan melaksanakan inovasi pembelajaran abad 21 

berbasis Industri 5.0 untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah? Tujuan penelitian ini 

adalah untuk (1) memetakan peran administrasi publik dalam pengembangan inovasi 

pembelajaran abad 21 berbasis Industri 5.0, (2) menganalisis mekanisme kebijakan publik yang 

mendukung sinergi antara pendidikan dan industri, serta (3) menilai dampak inovasi 

pembelajaran terhadap peningkatan daya saing ekonomi daerah. 

Secara teoritis, kajian ini memperkaya literatur tentang administrasi publik dan kebijakan 

pendidikan dalam konteks ekonomi berbasis pengetahuan. Secara praktis, penelitian ini 

menawarkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi 

lintas sektor, dan secara kebijakan, mendukung pencapaian SDGs melalui pendidikan inovatif 

yang berkelanjutan dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Untuk memberikan 

gambaran utuh mengenai arah analisis penelitian, Gambar 1 berikut menyajikan model 
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konseptual hubungan fungsional antara kebijakan publik, inovasi pendidikan berbasis Industri 

5.0, dan kinerja ekonomi daerah yang berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs). 

 

Gambar 1. Diagram konseptual hubungan antara Administrasi Publik, Inovasi 

Pembelajaran, Daya Saing Ekonomi Daerah 

 
Gambar 1 menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik dan tata kelola kolaboratif 

memiliki peran sentral dalam menciptakan hubungan kausal antara inovasi pembelajaran dan 

pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mendukung pencapaian SDG 4 (pendidikan 

berkualitas) dan SDG 8 (pertumbuhan ekonomi inklusif). Gambar 1 menegaskan bahwa 

efektivitas kebijakan publik dan tata kelola kolaboratif memiliki peran sentral dalam 

menciptakan hubungan kausal antara inovasi pembelajaran dan pertumbuhan ekonomi daerah, 

sekaligus mendukung pencapaian SDG 4 (pendidikan berkualitas) dan SDG 8 (pertumbuhan 

ekonomi inklusif). 

 

TINJAUAN LITERATUR 

1.1 Kerangka teoritis Administrasi Publik 

Kerangka kerja teoretis dalam administrasi publik telah berkembang secara signifikan, 

terutama terkait kebijakan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola 

pemerintahan daerah, dan peran integralnya dalam mendorong inovasi pendidikan dan 

ekonomi. Kerangka kerja kontemporer banyak memanfaatkan New Public Management 
(NPM), yang berupaya menanamkan praktik-praktik manajerial ke dalam sektor swasta di 

dalam lembaga-lembaga publik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. 

Bersamaan dengan itu, dimensi tata kelola digital dan kolaborasi publik-swasta menjadi 

sangat penting dalam konteks ini, terutama karena negara-negara memanfaatkan peluang 

yang dihadirkan oleh teknologi dalam tata kelola pemerintahan. 
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Kemunculan NPM telah menggeser administrasi publik menuju model yang 

menekankan kinerja, akuntabilitas, dan kepuasan warga negara. Castellini dkk. 

menunjukkan bahwa kota-kota di Italia telah mulai menggabungkan strategi manajemen 

risiko sebagai bagian dari upaya NPM mereka, dengan fokus pada peningkatan pemberian 

layanan dengan mengadopsi praktik-praktik khas sektor swasta (Castellini dkk., 2024). 

Model tata kelola hibrida ini meningkatkan efisiensi operasional dan mengatasi 

kompleksitas tantangan layanan publik kontemporer, memungkinkan pendekatan yang 

lebih lincah terhadap pemberian layanan publik dan inovasi. Kebijakan publik dalam 

kerangka kerja ini dikonseptualisasikan sebagai mekanisme untuk mengoordinasikan 

penciptaan nilai bersama di antara berbagai aktor dalam sektor publik. Trischler dan 

Charles membahas bagaimana menganalisis kebijakan publik dari perspektif ekosistem 

layanan memungkinkan penyelarasan sumber daya dan inisiatif yang lebih baik di seluruh 

sektor, sehingga mendorong inovasi (Trischler & Charles, 2018). Perspektif ini tidak hanya 

menekankan masukan dari proses pembuatan kebijakan tradisional, tetapi juga interaksi 

berkelanjutan antara para pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, lembaga 

pendidikan, dan entitas sektor swasta, untuk mendorong inovasi kolaboratif dalam program 

pendidikan dan inisiatif ekonomi. 

Tata kelola daerah memainkan peran penting dalam kerangka kerja administrasi publik 

ini, terutama karena pemerintah daerah seringkali menjadi penanggap utama kebutuhan 

warga dan diposisikan untuk memfasilitasi sinergi antara pendidikan, industri, dan layanan 

publik. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, 

termasuk integrasi AI untuk mempromosikan layanan publik baru, dapat secara efektif 

menjembatani kesenjangan antara lembaga pemerintah dan pendidikan, sehingga 

meningkatkan kapabilitas regional (Faruq dkk., 2024). 

Tata kelola digital, yang memanfaatkan teknologi modern, merupakan hal mendasar 

untuk mengatasi tantangan publik dalam kerangka kerja NPM. Fokus pada tata kelola 

algoritmik—di mana teknologi berbasis data membantu menginformasikan proses 

pengambilan keputusan—dapat menghasilkan peningkatan efisiensi dalam penyediaan 

layanan publik. Namun, Pūraitė dkk. memperingatkan bahwa kemajuan tersebut harus 

ditangani dengan hati-hati untuk menghindari memperburuk masalah ketimpangan atau 

merusak kepercayaan publik akibat potensi bias dalam penanganan data dan proses 

pengambilan keputusan (Pūraitė dkk., 2020). Hal ini sejalan dengan fokus pada 

transparansi dan tata kelola yang etis yang disoroti oleh Adeusi dkk., yang menekankan 

bahwa akuntabilitas dalam pendidikan dan industri sangat penting untuk menumbuhkan 

kepercayaan dan meningkatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta (Adeusi dkk., 

2024). 

Selain meningkatkan sinergi antara pendidikan dan industri melalui tata kelola lokal, 

terdapat pula kebutuhan mendesak untuk mendorong kolaborasi publik-swasta yang 

mendukung inovasi pendidikan yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana 

ditunjukkan dalam penelitian Xu dkk., peningkatan sistem pendidikan tinggi melalui upaya 

kolaboratif antara universitas dan industri membantu mendorong inovasi dan pembangunan 

ekonomi (Xu dkk., 2020). Kolaborasi semacam itu dapat mengarah pada pembentukan 

ekosistem pendidikan-industri terpadu yang mendorong inovasi dan membangun daya 

saing regional, yang pada akhirnya meningkatkan lanskap pendidikan secara keseluruhan 

dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Teori administrasi public melalui NPM, kerangka kerja tata kelola lokal, dan paradigma 

tata kelola digital memberikan landasan yang kokoh untuk mengeksplorasi persimpangan 

antara kebijakan publik, pendidikan, dan inovasi ekonomi. Seiring dengan semakin 

diakuinya nilai kolaborasi oleh para pemangku kepentingan, terutama melalui kemitraan 
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publik-swasta, potensi untuk tata kelola yang lebih baik, peningkatan hasil pendidikan, dan 

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menjadi nyata. 

1.2 Inovasi Pembelajaran Abad 21 dan Industri 5.0 

Konsep pembelajaran abad ke-21 pada dasarnya berorientasi untuk membekali peserta 

didik dengan keterampilan-keterampilan esensial agar dapat berkembang pesat dalam 

lanskap yang terus berkembang pesat akibat inovasi digital dan globalisasi. Inti dari 

paradigma pendidikan ini adalah keterampilan 4C—Kreativitas, Berpikir Kritis, 

Komunikasi, dan Kolaborasi—yang diakui vital bagi keberhasilan peserta didik, baik di 

ranah akademik maupun profesional (Ponnusamy & Hassan, 2023; Chandra dkk., 2020). 

Kompetensi-kompetensi ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan peserta didik untuk 

berinteraksi dengan beragam sumber informasi dan mengembangkan multiliterasi, yang 

memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia nyata yang kompleks 

(Septiyanti dkk., 2023). 

Sejalan dengan keharusan pendidikan ini, Industri 5.0 muncul sebagai kerangka kerja 

transformatif yang memprioritaskan kolaborasi dan personalisasi manusia-mesin dalam 

sistem produksi. Paradigma ini tidak hanya mengintegrasikan teknologi canggih, tetapi 

juga menekankan peran agensi manusia dalam lingkungan kerja, sehingga mendefinisikan 

ulang kompetensi tenaga kerja (Liboni dkk., 2019; German dkk., 2020). Transisi dari 

Industri 4.0 ke Industri 5.0 mensyaratkan kolaborasi yang lebih mendalam antara manusia 

dan mesin, yang meningkatkan efisiensi dan inovasi sekaligus menyesuaikan pengalaman 

dengan kebutuhan individu dan organisasi (Kusmin dkk., 2018). Pergeseran ini 

menggarisbawahi pentingnya membina lingkungan pendidikan yang memupuk kecakapan 

teknis dan keterampilan lunak, seperti kecerdasan emosional dan kemampuan beradaptasi, 

yang krusial dalam konteks tempat kerja yang semakin terotomatisasi dan terhubung (Beier 

dkk., 2025). 

Riset menunjukkan bahwa lembaga pendidikan harus beradaptasi untuk memenuhi 

tuntutan Industri 5.0 yang terus berkembang, dengan mendorong strategi pembelajaran 

yang mengembangkan keterampilan 4C dan mempersiapkan peserta didik untuk dinamika 

tenaga kerja yang muncul (Rad & Bocoș, 2024; Azmi dkk., 2024). Pendekatan pedagogis, 

seperti pembelajaran berbasis proyek dan berbasis inkuiri, sangat efektif dalam mendorong 

perolehan kompetensi-kompetensi ini, karena pendekatan tersebut melibatkan siswa dalam 

tugas-tugas autentik dan bermakna yang mencerminkan permasalahan dunia nyata 

(Frèrejean dkk., 2021). Lebih lanjut, integrasi kemajuan teknologi ke dalam kurikulum 

dapat meningkatkan keterlibatan dan memfasilitasi kesempatan belajar berbasis 

pengalaman, yang secara efektif menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoretis 

dan penerapan praktis (Bernhard & Olsson, 2023; Maulana dkk., 2022). 

Untuk memfasilitasi transformasi ini, pengembangan profesional guru sangatlah 

penting. Para pendidik harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk 

menerapkan strategi pedagogis inovatif yang menekankan keterampilan 4C (Wijayanto 

dkk., 2024). Program pelatihan guru yang mendorong kolaborasi antara pendidik sekolah 

dan universitas dapat membantu mengembangkan praktik pengajaran yang kuat dan selaras 

dengan kebutuhan industri, memastikan bahwa para profesional masa depan mahir dalam 

ranah teknis dan interpersonal (Wijayanto dkk., 2024). Secara keseluruhan, evolusi menuju 

Industri 5.0 mendorong institusi pendidikan untuk mengevaluasi kembali metodologi dan 

tujuan mereka, memastikan bahwa mereka tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi 

juga mengembangkan kompetensi manusia yang penting untuk menavigasi lanskap industri 

yang kompleks dan kolaboratif. Fokus ganda ini akan memberdayakan mahasiswa tidak 

hanya untuk beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga menjadi kontributor proaktif bagi 

industri masa depan. 

1.3 Daya Saing Ekonomi Daerah 
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Konsep daya saing ekonomi regional mencakup beberapa elemen yang saling terkait 

seperti sumber daya manusia, inovasi, konektivitas industri, kebijakan publik, dan 

infrastruktur. Intinya adalah modal manusia, yang memainkan peran vital dalam 

meningkatkan kinerja ekonomi regional. Efektivitas modal manusia, yang didefinisikan 

sebagai keterampilan dan pengetahuan kolektif tenaga kerja, berkorelasi langsung dengan 

kualitas pendidikan vokasi dan teknik di suatu wilayah. Pengembangan modal manusia ini 

krusial untuk mendorong inovasi dan memastikan adaptabilitas industri lokal terhadap 

perubahan tuntutan ekonomi. Sebagaimana dicatat oleh Dvoryadkina dkk., sistem pelatihan 

vokasi yang tangguh dapat berkontribusi signifikan terhadap daya saing regional dengan 

menyelaraskan pengembangan keterampilan dengan persyaratan pasar tenaga kerja 

(Dvoryadkina dkk., 2021). 

Lebih lanjut, inovasi berperan sebagai landasan daya saing regional. Wilayah yang 

memprioritaskan investasi dalam inovasi mendapatkan manfaat dari peningkatan kinerja 

ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kouskoura dkk. menekankan bahwa investasi strategis 

dalam penelitian dan pengembangan (litbang) dan infrastruktur sangat penting untuk 

mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan daya saing (Kouskoura dkk., 2024; . 

Pembentukan sistem inovasi regional dapat mengkatalisasi interaksi antara berbagai 

pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah, sehingga 

mendorong praktik inovatif yang penting untuk kemajuan ekonomi (Stoimenova, 2019). 

Kebijakan publik juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap daya saing 

regional dengan membentuk lingkungan ekonomi dan memberi insentif bagi inovasi dan 

pendidikan. Kebijakan yang mendorong kolaborasi antara universitas dan industri, yang 

dicirikan oleh model Triple Helix, mendukung pertukaran pengetahuan dan sumber daya 

yang diperlukan untuk inovasi ekonomi (Olaru dkk., 2019; Magalhães & Veiga, 2019). 

Kebijakan yang efektif dapat mengarah pada penyelarasan yang lebih baik antara hasil 

pendidikan dengan kebutuhan industri, yang penting untuk membina tenaga kerja terampil 

yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Infrastruktur, khususnya dalam hal transportasi dan konektivitas digital, merupakan 

dimensi penting lainnya yang memfasilitasi pertumbuhan industri dan transfer pengetahuan 

dan sumber daya yang efektif di antara perusahaan-perusahaan regional. Infrastruktur 

mendukung logistik, meningkatkan akses ke pasar, dan meningkatkan kolaborasi antara 

kegiatan litbang dan industri, yang mengarah pada tingkat daya saing ekonomi yang lebih 

tinggi (Kouskoura dkk., 2024; (Gródek-Szostak, 2019). 2019). Sejalan dengan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), TPB 8 

(Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan TPB 9 (Industri, Inovasi, Infrastruktur), 

integrasi elemen-elemen ini sangat penting. Pendidikan berkualitas merupakan prasyarat 

bagi tenaga kerja terampil, sehingga meningkatkan peluang kerja layak dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (BULUT dkk., 2022; Li-ren & Wang, 2024). Selain 

itu, pendekatan inovatif terhadap pendidikan dan pelatihan secara langsung berkontribusi 

pada produktivitas ekonomi dan daya saing industri (Jovanović, 2018; Yang, 2025). 

Penggabungan pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum akademik telah terbukti 

menumbuhkan budaya inovasi dan meningkatkan kemampuan adaptasi ekonomi regional 

terhadap tantangan pasar global (Fu dkk., 2022). 

Interaksi antara sumber daya manusia, inovasi, kebijakan publik, dan infrastruktur 

secara fundamental berkontribusi pada daya saing ekonomi regional. Dengan mendorong 

pendidikan berkualitas dan menyelaraskannya dengan kebutuhan industri, kawasan dapat 

meningkatkan kemampuan inovatif dan ketahanan ekonominya, sehingga mencapai 

pertumbuhan berkelanjutan dan memenuhi tujuan yang digariskan dalam SDGs. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus untuk 

menganalisis secara mendalam peran administrasi publik dalam meningkatkan daya saing 

ekonomi daerah melalui inovasi pembelajaran abad ke-21 berbasis Industri 5.0. Pendekatan ini 

dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara kontekstual dinamika kebijakan 

publik, strategi pendidikan, dan keterlibatan industri dalam mengimplementasikan model 

kolaboratif di tingkat daerah. Lokasi penelitian difokuskan pada satu hingga dua daerah 

piloting yang memiliki karakteristik relevan dengan tema pembangunan ekonomi berbasis 

pengetahuan (KBE) dan kebijakan pendidikan adaptif di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

yang tengah mendorong transformasi ekonomi digital dan penguatan SDM vokasi. Informan 

penelitian terdiri atas perwakilan instansi pemerintahan daerah (dinas pendidikan dan 

ekonomi), pimpinan lembaga pendidikan tinggi, serta pelaku industri lokal yang terlibat dalam 

program kemitraan pendidikan-industri. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara 

purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif para responden dalam 

pengembangan inovasi pembelajaran dan tata kelola kebijakan publik. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, 

Focus Group Discussion (FGD), serta analisis dokumentasi kebijakan daerah dan dokumen 

kerja sama industri-pendidikan. Instrumen penelitian meliputi panduan wawancara semi-

terstruktur dan lembar observasi yang divalidasi melalui expert judgment untuk memastikan 

kesesuaian fokus penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik 

melalui tahapan open coding, axial coding, dan selective coding untuk mengidentifikasi pola 

temuan utama terkait peran administrasi publik, model inovasi pembelajaran, dan dampaknya 

terhadap daya saing ekonomi daerah. Keabsahan data dijaga dengan menerapkan teknik 

triangulasi sumber dan metode, serta uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan 

konfirmabilitas, guna menjamin validitas hasil penelitian dan keterpercayaan interpretasi data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.4 Deskripsi Data 

Penelitian ini dilakukan di dua daerah piloting di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(NTB), yakni Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara, yang saat ini sedang 

mengembangkan kebijakan pendidikan berbasis digital untuk mendukung ekonomi daerah. 

Responden terdiri atas unsur pemerintah daerah (Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja 

dan Perindustrian), pimpinan lembaga pendidikan tinggi vokasi, serta perwakilan pelaku 

industri kreatif dan manufaktur kecil. Hasil pengumpulan data melalui wawancara 

mendalam dan FGD menunjukkan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki 

kesadaran tinggi terhadap urgensi transformasi pendidikan dan ekonomi berbasis 

pengetahuan (Knowledge-Based Economy), namun implementasinya masih terbatas karena 

belum adanya sistem tata kelola kolaboratif yang terpadu. 

Sebagian besar lembaga pendidikan di NTB telah mulai mengintegrasikan komponen 

literasi digital, keterampilan abad 21, dan pendekatan project-based learning dalam proses 

pembelajaran. Namun, dari hasil observasi, ditemukan bahwa tingkat kesiapan teknologi 

antar lembaga sangat bervariasi. Beberapa perguruan tinggi dan sekolah vokasi telah 

mengadopsi platform pembelajaran daring dan sistem learning management system (LMS), 

sedangkan sekolah menengah kejuruan di daerah masih menghadapi keterbatasan fasilitas 

dan sumber daya manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan berbasis 

Industri 5.0 masih dalam tahap adopsi parsial, belum menjadi strategi daerah yang 

terintegrasi dalam sistem ekonomi lokal. 

1.4.1 Analisis Peran Administrasi Publik 

Temuan utama menunjukkan bahwa peran administrasi publik sangat signifikan 

dalam membangun sinergi antara pendidikan dan ekonomi. Pemerintah daerah 

bertindak sebagai policy orchestrator yang menghubungkan lembaga pendidikan 
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dan industri melalui kebijakan kolaboratif. Dinas Pendidikan bersama Dinas 

Perindustrian telah meluncurkan program pelatihan vokasi terpadu untuk sektor 

digital, kreatif, dan teknologi informasi, meskipun masih terbatas dalam skala. Hasil 

wawancara dengan pejabat dinas menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan 

bagian dari upaya mendukung visi daerah menuju ekonomi berbasis pengetahuan 

dan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 4 dan 8. 

Dalam konteks tata kelola, pendekatan yang diambil mencerminkan paradigma 

New Public Management (NPM) dengan penerapan prinsip efisiensi, kolaborasi 

lintas sektor, dan inovasi kebijakan berbasis hasil (result-oriented governance). 

Program kemitraan pemerintah dengan sektor swasta (PPP) telah mulai diterapkan 

dalam penyediaan infrastruktur pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi, 

meskipun tingkat partisipasi industri masih terbatas. Hambatan yang muncul 

meliputi kurangnya koordinasi lintas instansi, ketidaksinkronan antara kebijakan 

pusat dan daerah, serta keterbatasan alokasi anggaran inovasi pendidikan. 

Faktor pendukung utama peran administrasi publik diidentifikasi pada komitmen 

kepala daerah yang mendorong sinergi lintas lembaga, ketersediaan infrastruktur 

digital dasar di wilayah perkotaan, dan dukungan masyarakat terhadap transformasi 

pendidikan. Sementara itu, faktor penghambat yang menonjol adalah rendahnya 

kompetensi digital aparatur daerah dan tenaga pendidik, serta belum adanya sistem 

monitoring dan evaluasi berbasis data terpadu untuk menilai efektivitas kebijakan 

pendidikan dan ekonomi. 

1.4.2 Analisis Inovasi Pembelajaran Abad 21 Berbasis Industri 5.0 

Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa inovasi pembelajaran abad 21 

di daerah penelitian umumnya diterapkan melalui pendekatan project-based 

learning, blended learning, dan kolaborasi industri dalam kurikulum vokasi. Model 

pembelajaran ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dan siswa dengan 

keterampilan 4C — critical thinking, creativity, collaboration, dan communication 

— yang menjadi inti kebutuhan tenaga kerja di era Industri 5.0. Lembaga pendidikan 

yang aktif menjalin kerja sama dengan industri menunjukkan tingkat kesiapan yang 

lebih tinggi dalam menghadapi perubahan teknologi. Misalnya, beberapa sekolah 

vokasi di NTB telah mengembangkan proyek bersama industri dalam bidang 

teknologi pangan, energi terbarukan, dan digital marketing. 

Namun, implementasi inovasi pembelajaran masih menghadapi tantangan 

struktural dan kultural. Secara struktural, banyak lembaga pendidikan yang masih 

menggunakan kurikulum konvensional dan belum mengintegrasikan kompetensi 

digital secara sistematis. Secara kultural, sebagian pendidik masih mengalami 

resistensi terhadap perubahan metode mengajar berbasis teknologi. Hambatan lain 

yang ditemukan meliputi kurangnya pelatihan profesional bagi guru dan dosen, 

keterbatasan perangkat digital, serta belum optimalnya peran lembaga sertifikasi 

dalam menilai hasil pembelajaran berbasis kompetensi. 

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi pendidikan 

dan industri lokal menghasilkan dampak positif terhadap inovasi pembelajaran. 

Misalnya, kegiatan magang berbasis proyek dan kuliah tamu industri berhasil 

meningkatkan motivasi belajar mahasiswa serta memperkuat keterampilan teknis 

dan interpersonal mereka. Praktik kolaboratif ini membuktikan bahwa pembelajaran 

abad 21 tidak hanya meningkatkan kualitas individu, tetapi juga memperluas 

jaringan inovasi yang mendukung daya saing ekonomi daerah. 

1.4.3 Analisis Dampak terhadap Daya Saing Ekonomi Daerah 

Berdasarkan hasil temuan tematik, terdapat hubungan yang erat antara efektivitas 

kebijakan administrasi publik, penerapan inovasi pembelajaran, dan peningkatan 



Prosiding Seminar Nasional                                                       P-ISSN 2623-0291 E-ISSN 2623-2774 

Ekonomi Berkelanjutan di Era Industri 5.0 (LPP Mandala)                            Vol 4 No 1 April 2025 

 

Sinergi pendidikan dan ekonomi digital dalam menghadapi revolusi industry 5.0 Live ZOOM          23 

 

daya saing ekonomi daerah. Program kolaborasi pemerintah–pendidikan–industri di 

NTB berkontribusi pada meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil dan wirausaha 

muda digital. Data sekunder dari laporan Bappeda menunjukkan peningkatan 

kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB daerah hingga 7% dalam dua 

tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran abad 21 berbasis 

Industri 5.0 memiliki dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas SDM 

dan penguatan ekonomi lokal. 

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa keberhasilan daya saing ekonomi 

daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah 

mengimplementasikan model triple helix antara pemerintah, industri, dan universitas 

(Olaru et al., 2019). Ketika sinergi ini berjalan efektif, maka proses alih teknologi, 

riset terapan, dan inovasi dapat tumbuh secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian 

ini juga menemukan bahwa daerah dengan tingkat literasi digital masyarakat yang 

lebih tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi ekonomi yang lebih aktif dan 

mampu menarik investasi berbasis inovasi. 

Dalam konteks Sustainable Development Goals, temuan ini mendukung 

integrasi TPB 4, TPB 8, dan TPB 9 secara simultan, di mana pendidikan berkualitas 

dan inovatif berperan sebagai fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan berbasis teknologi. Pemerintah daerah yang berorientasi pada kebijakan 

adaptif dan partisipatif terbukti lebih berhasil dalam mengakselerasi ekonomi kreatif 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan hasil analisis tematik, hubungan kolaboratif antara pemerintah 

daerah, lembaga pendidikan, dan industri dapat digambarkan melalui model sinergi 

Triple Helix sebagaimana disajikan pada Gambar 2 berikut. Model ini menjelaskan 

bagaimana administrasi publik berperan sebagai penggerak utama dalam 

mengorkestrasi kolaborasi lintas sektor untuk mendukung inovasi pembelajaran 

abad 21 dan peningkatan daya saing ekonomi daerah. 

 

Gambar 2. Diagram hasil tematik Triple Helix 

 
Gambar 2 menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan daya saing ekonomi 

daerah tidak dapat dilepaskan dari efektivitas peran administrasi publik dalam 

membangun ekosistem kolaboratif antara pendidikan dan industri. Melalui sinergi 

ini, kebijakan publik daerah dapat diarahkan untuk memperkuat inovasi, 
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memperluas lapangan kerja, serta mempercepat tercapainya tujuan pembangunan 

berkelanjutan. 

 

Pembahasan 

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa administrasi publik memiliki peran yang jauh 

lebih luas daripada sekadar pengelolaan kebijakan secara administratif. Administrasi publik 

berfungsi sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi yang memediasi hubungan antara 

kebijakan pemerintah, dunia pendidikan, dan kebutuhan industri dalam era Industri 5.0. 

Pemerintah daerah tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai entitas birokratis, melainkan 

sebagai governance actor yang berperan strategis dalam memastikan sinkronisasi antara 

kebijakan pendidikan dan strategi pembangunan ekonomi daerah. Konsep ini sejalan dengan 

paradigma governance alignment, yaitu keselarasan antara kebijakan, tata kelola, dan 

praktik pelaksanaan untuk mencapai efisiensi, kolaborasi, dan keberlanjutan. 

Dalam konteks Industri 5.0, konsep governance alignment menjadi semakin relevan 

karena dinamika teknologi telah mendorong perubahan besar dalam sistem sosial dan 

ekonomi. Industri 5.0 menuntut integrasi antara kemampuan manusia dan mesin untuk 

menciptakan sistem kerja yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Menurut Nácher et al. (2023), 

keberhasilan Industri 5.0 sangat bergantung pada kolaborasi antara manusia, mesin, dan 

sistem sosial yang adaptif. Artinya, kebijakan publik yang berorientasi pada pendidikan dan 

inovasi teknologi harus menempatkan manusia sebagai pusat dari proses transformasi 

digital. Dengan demikian, tata kelola publik tidak boleh semata-mata berfokus pada efisiensi 

teknologi, tetapi juga harus menyeimbangkan nilai kemanusiaan seperti etika, keadilan, dan 

pemerataan kesempatan. 

Dalam kerangka ini, pemerintah daerah berperan sebagai enabler of innovation, yaitu 

fasilitator yang menciptakan lingkungan kondusif bagi tumbuhnya inovasi di sektor 

pendidikan dan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui kebijakan kolaboratif antara dunia 

pendidikan dan industri yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Pendekatan semacam ini 

memperlihatkan transisi dari model administrasi publik tradisional yang hierarkis menuju 

model New Public Management (NPM) dan Digital Governance, yang menekankan pada 

efisiensi, partisipasi, dan akuntabilitas berbasis data. Pemerintah daerah di Nusa Tenggara 

Barat (NTB), misalnya, telah mulai menerapkan kebijakan pendidikan vokasi dan 

digitalisasi ekonomi yang diselaraskan dengan kebutuhan tenaga kerja lokal. Upaya ini 

menunjukkan bahwa meskipun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kapasitas 

sumber daya manusia, arah kebijakan telah bergeser menuju integrasi antar sektor dalam 

rangka memperkuat daya saing ekonomi daerah. 

Hasil penelitian ini juga memperkuat pandangan Adeusi et al. (2024) yang 

menegaskan bahwa tata kelola publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel dapat 

meningkatkan kepercayaan publik serta efektivitas kebijakan pendidikan. Dalam kasus 

NTB, keterlibatan multi-stakeholder—terdiri atas pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, 

dan pelaku industri lokal—telah mendorong munculnya bentuk kolaborasi baru seperti 

teaching factory dan applied research partnership yang berfokus pada kebutuhan pasar 

tenaga kerja digital. Meskipun implementasi kebijakan ini masih bersifat terbatas, hasilnya 

telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

terutama dalam sektor-sektor ekonomi kreatif, teknologi, dan pariwisata berbasis digital. 

Lebih lanjut, dari perspektif teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting 

terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik kontemporer, terutama dalam konteks 

Industri 5.0 dan ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge-Based Economy). Pertama, 

hasil penelitian ini menegaskan relevansi teori New Public Management dalam mendorong 

efisiensi dan akuntabilitas birokrasi publik, namun dengan perluasan makna yang 

mengintegrasikan dimensi digital dan kolaboratif. Kedua, temuan ini memperkaya konsep 
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digital governance, di mana tata kelola pemerintahan berbasis data dan teknologi tidak hanya 

digunakan untuk meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga untuk memperkuat 

koordinasi lintas sektor dan mempercepat transfer pengetahuan antar institusi. Ketiga, 

penelitian ini memperkuat paradigma collaborative governance, yang menekankan bahwa 

efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada sinergi antara aktor publik, privat, dan 

masyarakat sipil dalam menghadapi kompleksitas sosial-ekonomi era digital. 

Dari sisi praktis, hasil penelitian menegaskan pentingnya membangun sistem 

kebijakan yang mendorong kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan. Pemerintah daerah 

perlu memfasilitasi kerja sama pendidikan–industri melalui program Public-Private 

Partnership (PPP) yang berorientasi pada inovasi. Bentuk konkret dari implementasi ini 

meliputi pemberian insentif kebijakan bagi industri yang terlibat dalam pengembangan 

pendidikan vokasi, penyediaan program magang industri bersertifikat bagi mahasiswa, serta 

pengembangan innovation hub daerah yang menghubungkan lembaga riset, universitas, dan 

pelaku industri lokal. Keberadaan innovation hub akan mempercepat proses alih teknologi 

dan mendorong pertumbuhan ekosistem inovatif yang berkelanjutan di tingkat regional. 

Selain itu, aspek lain yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas sumber 

daya manusia di sektor publik. Aparatur pemerintahan perlu dibekali dengan kompetensi 

digital, kemampuan manajerial lintas sektor, serta pemahaman terhadap prinsip 

keberlanjutan dalam kebijakan publik. Hal ini karena keberhasilan tata kelola kolaboratif 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur untuk mengintegrasikan visi pendidikan dan 

ekonomi dalam satu kerangka kebijakan strategis. Tanpa peningkatan kapasitas ini, 

kebijakan yang dirancang berpotensi hanya bersifat administratif dan tidak mampu 

menciptakan dampak jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi daerah. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa administrasi 

publik adalah motor utama dalam transformasi ekonomi daerah di era Industri 5.0. 

Pemerintah daerah berperan bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai co-creator 

yang berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan sektor industri untuk menciptakan 

kebijakan inovatif dan responsif. Dengan demikian, administrasi publik berfungsi sebagai 

penggerak utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah sekaligus menjaga 

prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. 

Kesimpulan konseptual dari temuan ini menunjukkan bahwa sinergi antara 

governance alignment, digital governance, dan collaborative governance merupakan 

prasyarat bagi keberhasilan pembangunan ekonomi berkelanjutan di tingkat daerah. Ketiga 

konsep tersebut tidak hanya relevan dalam konteks kebijakan publik Indonesia, tetapi juga 

memberikan landasan universal bagi praktik tata kelola adaptif di negara berkembang 

lainnya yang sedang menghadapi tantangan serupa dalam transisi menuju Knowledge-Based 

Economy. Dengan integrasi tersebut, administrasi publik dapat bertransformasi menjadi 

instrumen pembangunan yang inovatif, humanistik, dan berorientasi pada masa depan. 

 

KESIMPULAN  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa administrasi publik memiliki peran strategis sebagai 

penggerak utama dalam membangun daya saing ekonomi daerah di era Industri 5.0. Pemerintah 

daerah tidak hanya berfungsi sebagai pengelola kebijakan, tetapi juga sebagai governance 

orchestrator yang mampu menyinergikan dunia pendidikan, industri, dan masyarakat melalui 

pendekatan governance alignment. Temuan penelitian menunjukkan adanya hubungan positif 

dan signifikan antara kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor industri terhadap 

peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui penerapan inovasi pembelajaran abad 21. 

Model Triple Helix yang diadopsi di wilayah Nusa Tenggara Barat memperlihatkan bahwa 

sinergi lintas sektor mampu menghasilkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi, 

memperkuat kompetensi sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
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inklusif dan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep New Public 

Management, Digital Governance, dan Collaborative Governance sebagai fondasi 

administrasi publik modern yang efisien, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan digital. 

Dengan demikian, administrasi publik berperan bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga 

sebagai katalisator inovasi pendidikan dan ekonomi dalam upaya mewujudkan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDG 4, 8, dan 9). 

Berdasarkan hasil tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, bagi 

pemerintah daerah, perlu dilakukan penguatan regulasi, pemberian insentif inovasi pendidikan, 

peningkatan kapasitas aparatur dalam literasi digital, serta penerapan sistem monitoring dan 

evaluasi berbasis data agar kebijakan pendidikan dan ekonomi dapat diimplementasikan secara 

efektif. Kedua, bagi lembaga pendidikan, disarankan untuk mengintegrasikan model 

pembelajaran abad 21 berbasis teknologi Industri 5.0 melalui kurikulum adaptif, pelatihan 

profesional dosen, serta kerja sama dengan industri melalui teaching factory, magang 

bersertifikat, dan riset terapan. Ketiga, bagi dunia industri, penting untuk memperluas 

kemitraan dengan pemerintah dan lembaga pendidikan melalui investasi sumber daya manusia 

lokal, penyediaan fasilitas praktik kerja, dan dukungan terhadap penelitian inovatif. Terakhir, 

bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan studi longitudinal lintas daerah dengan pendekatan 

campuran (mixed-methods) untuk mengukur dampak jangka panjang sinergi Triple Helix 

terhadap peningkatan daya saing ekonomi dan keberlanjutan pembangunan daerah. 

 

SARAN 

Untuk memperkuat dampak kebijakan dan mempercepat transformasi menuju ekonomi 

berbasis pengetahuan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas tata kelola publik 

melalui regulasi yang adaptif, kolaborasi lintas sektor, serta sistem monitoring berbasis data. 

Lembaga pendidikan didorong untuk mengintegrasikan model pembelajaran abad 21 berbasis 

teknologi Industri 5.0 secara lebih menyeluruh, baik melalui penguatan kurikulum adaptif 

maupun peningkatan kompetensi dosen dan tenaga pendidik dalam literasi digital. Di sisi lain, 

dunia industri perlu memperluas kemitraan strategis dengan pendidikan tinggi dan pemerintah 

untuk membangun ekosistem inovatif yang berkelanjutan melalui dukungan riset terapan, 

program magang bersertifikat, dan investasi sumber daya manusia lokal. Sinergi tiga pihak ini 

akan menciptakan siklus inovasi yang dinamis antara kebijakan, pendidikan, dan ekonomi, 

sekaligus memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada 

pertumbuhan, tetapi juga pada keberlanjutan dan pemerataan hasil pembangunan di era Industri 

5.0. 
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